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ABSTRAK

Skripsi inl begjudul “Pencgakan Huknm Pidana Pelakn Pengedar Sedlzan Farmasi
tanpa Tein dl Whaysh Kcjaknasn Negeri Peaukal Abab Lematang Hir.” Pumusan
masalah yaog diangkat ialah bagalmana pencgaksn hukum pldana pelaku pengedar
sediaan farmasi tanpa izin di wilayah Kcjaksaan Negeti Ponukal Abab Lematang Ilir dan
bagaimana mekanisme keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makenan (BPOM) dalam
upaya penindakan perscbamn sedisan farmasi tanpa izin di Kabupaten Peaukal Abab
Lematang [lir. Mctode penclitian dalam penulisan akripst ini adalah metode pencelitian
hukum empins dengan pendekatan penelitian lapangan (Field Research), pendekatan
kasus (Case Approach), pendelotan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil
penclitian meninjuken bahwa, pertama proses penegakan hukum pidana pelaku pengedar
sedizan farsnasi di wilayah Kejaksaon Megeri Penukal Abab Lematang ilir dimulai dari
tshsp pra penuotutan, penuntutan, pemeriksasn pengadilan dan pelaksanaan putusan
hakim, serts dalam prosss pencgakan hukumnya ditemukan beberapa hambatan yakni
hambatan intemal berupa balurm terdapat jaksa yang khusus menangani perkara sediaan
farmasi di Kcjakszan Negeri Penukal Abab Lematang llir. Sedangkan kendala cksternal
scperti Pelaku pengedar sedinan farmasi tanps izin dilakuken oleh orang yang bukan latar
belakang keschatan, izin usaka yang digunaken adalah bukan izin berusaha mengedarkan
sediaan farmasi, kesuliten dalam smeaghadirkan ahli, fambamya PPNS dalam
mengirimksn berkze perkara dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sedican
farmasi dan kedua, PPNS BPOM dalam melakukan penyidiknn tinduk pidana sediwan
farmasi melekukan koondinasi denpan Penyidik Kepolisian, Kewenangan PPNS BPOM
tidaklah berbeda dengan penyidik kepolisian, namun PPNS tdak memiliki kewenangan

untuk melakukan upaya paksa.
Kata Kunci: Kejuksaun; Peregakan fHukum Pidanu; Tindak Pidana Sediaan

Farmasi.
Menvetuju,

Pembinbing Utama Pemsbimiplng Pembaatt

"‘ﬂ.—d
Y

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Isma Nurillah, S.H., M.11L.
NIP. 196802211995121001 NIP. 199404152019032033
Menpgetahui,

Ketua Bagiap-Hukum Pidana

Rd. Muhammad lkhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak bagi selurunh warga negara Indonesia.
Kesehatan sebagai salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan
pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk

hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik.*

Perlindungan akan kesehatan bagi warga negara secara tegas
dicantumkan pada Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Negara bertanggungjawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak.2 Untuk itu, pemerintah wajib memfasilitasi seluruh warga negaranya
dalam memperoleh kesehatan termasuk mengatur tentang segala sesuatu yang

menyangkut tentang kesehatan.

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi kesehatan
warga negaranya adalah melalui mekanisme perizinan terhadap peredaran
obat-obat di masyarakat. 1zin merupakan salah satu bentuk produk hukum

pemerintah yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat agar

1 Sri Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 2.
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 34 Ayat (3).



sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk kebijakan
pemerintah terhadap masyarakat yang tidak mematuhi tentang perizinan
\adalah dengan adanya konsep Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative
Penal Law). Ketentuan Pidana Administrasi (Administrative Penal Law)
menurut Barda Nawawi Arief adalah hukum pidana di bidang pelanggaran-
pelanggaran hukum administrasi. Setiap pelanggaran terhadap norma dalam
undang-undang hukum administrasi dikategorikan sebagai tindak pidana
administratif manakala ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut
menentukan dan menunjuk pelanggaran itu sebagai perbuatan yang diancam

sanksi pidana.®

Penempatan peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana
sebagai bagian dari undang-undang pidana khusus adalah implikasi dari
kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran norma dalam lapangan hukum
administrasi. Peraturan hukum administratif (undang-undang hukum
administrasi) itu sendiri pada hakikatnya adalah aturan hukum yang berada
dalam lingkup hukum administrasi negara. Akan tetapi untuk mempertahankan
dan menegakkan norma yang dirumuskan dalam berbagai undang-undang,
hukum administrasi terkesan tidak selamanya hanya pada rangkaian sanksi
administratif. Oleh sebab itu, hukum administrasi memerlukan hukum pidana
dengan menggunakan sanksi pidana guna mewujudkan kepatuhan masyarakat

terhadap norma hukum administrasi di samping sanksi administratif itu sendiri.

3Elwi Danil, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana
Administrasi,” Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi (Volume 1 No 1 Oktober 2020), him 4.



Sekalipun berada dalam lingkup hukum administrasi, undang-undang itu telah
menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan sistem dalam
hukum pidana, sehingga tunduk pada cara kerja hukum pidana dalam

penyelesaian tindak pidana yang dirumuskan.*

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pidana terhadap pelanggaran administrasi adalah Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang telah mencabut Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan sebelum dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan banyak mengatur mengenai pidana di bidang
administrasi (perizinan), terhitung terdapat 12 (dua belas) pasal yang mengatur
tentang pemidanaan dalam undang-undang tersebut. Salah satu bentuk tindak
pidana yang diatur dalam UU Kesehatan adalah mengenai sediaan farmasi.
Sediaan farmasi menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk
bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi.®

Dalam Pasal 196 diatur bahwa®:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

* Ibid. him 1-2.

® Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun
2023, TLN No. 6887, Ps. 1 angka 12.

® Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2009, LN NO. 14 Tahun 2009,
TLN No. 5063, Ps. 196.



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun beberapa Pasal 197 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 197 merumuskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda

paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dan pada Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur bahwa:

“Pasal 198 Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pada Pasal 196 dan 197 diatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana pada kedua pasal tersebut dapat dijatuhi 2 (dua)
pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda. Hal ini
mengisyaratkan bahwa kedua pasal tersebut berbentuk pidana kumulatif
dimana digunakannya pidana penjara dan pidana denda sekaligus dalam
pemidanaan. Sebaliknya pada Pasal 198 hanya mengatur dapat dijatuhinya
sanksi berupa pidana denda pada setiap orang yang melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur pada pasal tersebut.



Sedangkan pada Undang-Undang Kesehatan yang baru yakni Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengatur sebanyak 22
(dua puluh dua) Pasal pemidanaan. Untuk Pidana di bidang administrasi yang
berkaitan dengan sediaan farmasi diatur pada 2 (dua) Pasal. Pasal 435 Undang-

Undang Kesehatan baru merumuskan’:

“Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi
dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau
persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 436 mengatur:

“(1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi
melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini sendiri
memiliki perbedaan dalam pengaturan Pidana Sediaan Farmasi dibandingkan
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang lama.

Perbedaan tersebut antara lain:

1. Hanya diaturnya 2 (dua) Pasal terkait Pidana Sediaan Farmasi
dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan yang lama yang

memiliki 3 (tiga) Pasal Pidana Sediaan Farmasi.

7 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun
2023, TLN No. 6887, Ps. 435.



2. Pada Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan baru, pidana dapat
dijatuhkan terhadap siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana
tanpa diaturnya harus memenuhi unsur kesalahan tertentu, baik
kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa) yang berbeda dengan
Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-undang Kesehatan yang lama,
dimana pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika memenuhi
unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus).

3. Ancaman pidana penjara dan pidana denda pada Undang-Undang
Kesehatan yang baru lebih berat dibandingkan Undang-Undang
Kesehatan yang lama.

4. Tidak dikenalnya pidana kumulatif pada Undang-Undang Kesehatan
baru.

5. Tidak diatur Pasal mengenai tindak pidana bagi pelaku yang dengan
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau
alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar pada Undang-Undang
Kesehatan baru.

6. Adanya tambahan Ayat yang mengatur pidana bagi Pelaku yang
tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik
kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat

keras.

Landasan Filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan yang mencabut Undang-Undang Kesehatan yang lama

adalah bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan



kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya
tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

19458

Di Indonesia sendiri terdapat lembaga khusus dalam pengawasan
sediaan farmasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan
lembaga yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan di
Indonesia. BPOM sendiri merupakan bagian integral dari pembangunan
kesehatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diharuskan
dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah
secara dinamis terutama dalam bidang perlindungan kesehatan. Dalam upaya
meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan
makanan yang palsu, tidak memenuhi syarat, dan ilegal. BPOM memiliki peran
penting dalam mencegah, mengawasi, dan menyelidiki peredaran produk obat
dan makanan baik dari dalam maupun luar negeri yang tujuannya melindungi
keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat selaku konsumen secara
efektif dan efisien. BPOM memiliki tugas yaitu melakukan pengawasan
terhadap produk obat-obatan dan makanan yang masuk dari dalam maupun luar

negeri serta yang beredar di pasar dalam negeri.’

8 Indonesia, Undang-Undang Kesehatan, UU No. 17 Tahun 2023, LN NO. 105 Tahun
2023, TLN No. 6887, Konsideran huruf b.

9 Marisca Gondokusumo dan Nabbilah Amir, “Peran Pengawasan Pemerintah Dan Badan
Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau



Seperti dalam sistem peradilan pidana pada tindak pidana lainnya,
Kejaksaan juga memiliki andil dan peranan penting dalam penegakan hukum
sediaan farmasi. Kejaksaan memiliki kewenangan penuh baik dalam proses
pengawasan pada tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim

di lembaga pemasyarakatan dalam tindak pidana sediaan farmasi.

Penegakan hukum oleh kejaksaan ini sendiri ditujukan untuk
melindungi kepentingan rakyat. Sehingga, jika terjadi pelanggaran terhadap
hukum maka harus ditegakkan kembali dengan optimal.® Menegakkan hukum
atas segala pelanggaran hukum khususnya di dalam ranah hukum pidana
merupakan salah satu bentuk usaha pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Pertahanan sangat penting untuk stabilitas negara yang mana ditentukan oleh
keamanan negara itu sendiri. Pertahanan ini ditujukan untuk melindungi
keutuhan bangsa, martabat, kepentingan negara dalam rangka pemeliharaan
perdamaian, dan keutuhan negara, tidak hanya secara nasional, tetapi juga
secara politik dan ekonomi.!’ Pertahanan di sini tidak hanya berbicara
mengenai pertahanan dalam bentuk militer, namun dapat pula berbentuk

dengan adanya pertahanan terhadap kesehatan masyarakat warga negara.

dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan),” Jurnal Perspektif Hukum (Vol. 21 No.2. 274-290, November 2021), him 284-285.

10 Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum
Indonesia,” Dialogia luridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, (Vol. 11 (1): 001-020, 2019),
him 8.

1 Ni Ketut Tri Srilaksmi, “Politik Hukum Terhadap Sistem Hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia Dalam Menjamin Kepastian Hukum,” Satya Dharma: Jurnal llmu Hukum, (5.1:
73-86 2022),hIm 80.



Sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penegakan hukum pidana. Kejaksaan sebagaimana
diatur pada Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan kewenangan di bidang

pidana sebagai berikut!?:

1. Melakukan penuntutan

2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat;

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang;

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan Daerah
Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Terbentuknya Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan dengan daerah induk yakni

Kabupaten Muara Enim. Ibukota Kabupaten PALI terletak di Kecamatan

12 Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, LN
NO. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Ps. 30 Ayat (1).
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Talang Ubi. Kabupaten PALI terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan
Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Abab
dan Kecamatan Penukal Utara serta memiliki luas wilayah keseluruhan kurang

lebih 1.840 km2.12

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan salah satu
daerah di Indonesia yang rawan terjadinya peredaran sediaan farmasi tanpa
Izin. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir (PALI), jumlah penduduk Kabupaten PALI per tahun 2022
adalah 200.000 (dua ratus ribu) jiwa.'* Hal ini menunjukkan suatu hal yang
wajar jika peredaran sediaan farmasi tanpa izin di tengah masyarakat

Kabupaten PALI marak terjadi.

Untuk itu, pada penelitian ini, penulis mengamati Kejaksaan Negeri
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan pelaksana penegakan
hukum di lingkungan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terhadap
seluruh tindak pidana di wilayah yurisdiksinya termasuk terhadap tindak
pidana sediaan farmasi. Sehingga penulis tertarik untuk membahas karya tulis
ilmiah (skripsi) yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA

PELAKU PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN DI

13 Pemkab PALI, “Ulang Tahun Kabupaten PALI ke-8,”
https://giwang.sumselprov.go.id/news/detail/ulang-tahun-kabupaten-pali-ke-8-25 pada 11
September 2023

4 «jymlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk 2020-2022”, diakses
https://palikab.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-dan-pertumbuhan-penduduk.html
pada 7 September 2023.



https://giwang.sumselprov.go.id/news/detail/ulang-tahun-kabupaten-pali-ke-8-25
https://palikab.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-dan-pertumbuhan-penduduk.html
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WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PENUKAL ABAB LEMATANG

ILIR”

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam proposal penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana pelaku pengedar sediaan
farmasi tanpa izin di wilayah Kejaksaan Negeri Penukal Abab
Lematang Hlir?

2. Bagaimana mekanisme keterlibatan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) dalam upaya penindakan persebaran sediaan

farmasi tanpa izin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan poin-poin permasalahan yang diuraikan di atas, dapat

ditentukan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana pelaku
pengedar sediaan farmasi tanpa izin di wilayah Kejaksaan Negeri
Penukal Abab Lematang Ilir.

2. Untuk mengetahui mekanisme keterlibatan Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) dalam upaya penindakan persebaran sediaan

farmasi tanpa izin di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan pengetahuan dan

wawasan tentang bagaimana masyarakat memahami hukum dan penegakan
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hukum tindak pidana sediaan farmasi dan sebagai bahan masukan bagi pihak
Kejaksaan Republik Indonesia dan instansi terkait dalam pelaksanaan
penegakan hukum tindak pidana sediaan farmasi serta sebagai bahan literatur

di Perpustakaan Universitas Sriwijaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan penegakan hukum
pidana pelaku pengedar sediaan farmasi tanpa izin di wilayah Kejaksaan
Negeri Penukal Abab Lematang Ilir di wilayah yurisdiksi Kejaksaan Kejaksaan

Negeri Penukal Abab Lematang Ilir.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah upaya menegakkan atau memfungsikan
norma hukum dengan senyatanya, yang dijadikan pedoman tingkah laku atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan
kesejahteraan/kemanfaatan merupakan hal yang diupayakan dalam
penegakan hukum?'®, Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto
adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam
kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan

mengejawantahkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran

15> Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan dan Kemanfaatan,” Jurnal Warta Edisi : 59 (Januari 2019), him 6.
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nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Menurut
Soerjono Soekanto, manusia dan masyarakat mempunyai peranan yang
sangat besar dalam mengatur agar manusia mengerti bagaimana seharusnya
bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya terhadap orang lain sedemikian

rupa.t®

Penegakan hukum pidana adalah upaya mewujudkan cita-cita
keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kepentingan
sosial dalam realitas hukum dalam setiap hubungan hukum.'” Untuk
menegakkan suatu hukum pidana harus melalui serangkaian tahap yang
dipandang sebagai upaya rasional atau suatu proses yang sengaja dirancang
untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu rangkaian kegiatan yang tidak
melibatkan kegiatan berbasis nilai yang mengarah pidana dan pemidanaan®®,
Tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap perumusan, tahap aplikasi dan tahap

Eksekusi.
Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:
a) Penegakan Hukum Pidana secara abstrak (In Abstracto)

Tahap ini merupakan tahap perumusan yang diakhiri dengan

diundangkannya peraturan perundang-undangan. Tiga rumusan yang

16 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta:
Rajawali, 1983), him. 24.

17 peter Mahmud Marzuki, Pengantar IImu Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), him
15

18 Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him
21.
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dimuat dalam peraturan perundang-undangan adalah tindak pidana
(strafbaar feit), kesalahan (schuld/guit/mens rea) dan Pidana

(straf/punishment/poena).
a) Penegakan Hukum Pidana In Concreto

Tahap ini terdiri dari tahap aplikasi (penyidikan) dan tahap
pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum (tahap
yudisial dan eksekusi). Maka, dapat disimpulkan pada tahap PHP In
Concreto ini pada hakekatnya merupakan tahap proses pemidanaan

demi tegaknya kebenaran dan keadilan.

Gangguan atas penegakan hukum akan terjadi apabila terjadi
gangguan terhadap nilai, kaidah, dan pola perilaku. Ketika muncul kaidah-
kaidah yang bersimpang siur, dan perilaku tidak terarah maka akan terjadi
ketidakserasian antara pasangan nilai, ktidakseraisan nilai inilah yang
mengganggu ketentraman pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa penegakan hukum bukan sekedar pelaksanaan perundang-undangan.®

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan dan
efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga komponen sistem hukum,
yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of law),
dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum mencakup aparat penegak

hukum, dan substansi hukum mencakup perangkat perundang-undangan.

19 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), him 7-8.
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Budaya hukum adalah hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam

masyarakat.?°

Berdasarkan wuraian diatas maka diambil kesimpulan bahwa
penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks dikarenakan oleh

sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti! :
a) Faktor hukumnya sendiri

Hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti
materiil, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa pusat dan
daerah yang sah. Dalam undang-undang ini harus memenuhi asas-
asas seperti undang-undang tidak berlaku surut (non retro-aktif), Lex
superior derogate legi inferiori, Lex specialis derogate legi generali,
Lex Posterior derogate legi priori, Undang-undang tidak dapat
diganggu-gugat dan Undang-undang merupakan sarana untuk
mewujudkan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat dan

individu.

Selain itu faktor undang-undang ini dapat mengintervensi
proses penegakan hukum jika terdapat kurangnya peraturan pelaksana
dan adanya kerancuan makna kata dalam undang-undang sehingga

menimbulkan ketidak karuan dalam penafsiran dan penerapannya.

20 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Dalam Perspektif 1imu Sosial, The. Legal System:
A Social Science Perspective, (Bandung: Nusa Media, 2009), him. 24.
21 Ibid. him. 11-67
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b) Faktor penegak hukum

Mentalitas atau kepribadian penegak hukum memegang peran
yang krusial dalam penerapan hukum, sekalipun peraturannya baik,
namun jika level aparat penegak hukumnya tidak baik,

konsekuensinya akan terjadi masalah.

c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana seperti sumber daya manusia yang
intelektual dan terampil, instansi yang baik, peralatan yang memadai,
dana yang cukup, dan lain sebagainya berpengaruh dalam kelancaran

penegakan hukum.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari
perspektif yang berbeda. Sebab, penegakan hukum ini sendiri berakar
dari masyarakat dan mengupayakan kedamaian bermasyarakat.
Pengaruh yang masyarakat yang dimaksud adalah derajat kepatuhan
dari masyarakat itu sendiri. Derajat kepatuhan merupakan kesadaran
dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
yang hanya dapat diukur ketika hukum sudah dikenal luas. Disaat
suatu peraturan perundang-undangan diundangkan dan diterbitkan
melalui proses yang sah dan resmi, maka diasumsikan bahwa setiap

warga negara mengetahui eksistensi hukum tersebut.
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e) Faktor kebudayaan

Budaya hukum pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang
merupakan konsepsi abstrak dari apa yang baik dan buruk serta yang
mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini terdiri dari nilai
ketertiban/ketentraman, jasmani/materi dan nilai rohani/moral, serta

keberlanjutan/konservatisme dengan nilai kebaruan/inovasi.

2. Teori Perlindungan Hukum

Ahli Hukum telah sepakat bahwa tidak ada pengertian yang padu
tentang hukum. Hukum tidak dapat didefinisikan menjadi satu, sehingga
muncul perbedaan antara pengertian tentang hukum satu dengan yang
lainnya. Namun, jika dapat mengambil pengertian tentang hukum, penulis

mengutip pendapat dari satu satu sarjana. Hukum menurut Utrecht adalah:?2

“Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-
larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu
harus ditaati oleh masyarakat.”

Berhubungan dengan definisi tersebut, tentu dapat dilihat bahwa hukum
memiliki tujuan tersendiri sehingga dapat terbentuk. Sama halnya dengan
definisi hukum itu sendiri. Para ahli tidak memiliki kesamaan pendapat
mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Roscou Pound adalah untuk

melindungi kepentingan manusia itu sendiri. Kepentingan manusia perlu

22 C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him 38.
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dituntun untuk dilindungi dan dipenuhi manusia. Terdapat tiga kepentingan

manusia yang dibagi oleh Roscou Pound antara lain:?®
a. Public interest (kepentingan umum)

Dalam kepentingan umum terdapat dua kepentingan utama
yakni meliputi kepentingan dari negara sebagai badan hukum dalam
mempertahankan kepribadian dari substansinya dan kepentingan

negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
b. Social interest (kepentingan masyarakat)

Terdapat enam kepentingan masyarakat yakni kepentingan
masyarakat bagi keselamatan umum, bagi lembaga sosial, bagi
masyarakat terhadap kerusakan moral, bagi kepentingan masyarakat
dalam pemeliharaan sumber sosial, bagi kepentingan masyarakat dalam
kemajuan umum, dan bagi kepentingan masyarakat dalam kehidupan

manusia secara individual
c. Privat interest (kepentingan individual)

Terakhir terdapat tiga macam kepentingan individu yakni
kepentingan kepribadian (interests of personality), kepentingan dalam
hubungan rumah tangga (interests in domestic) dan kepentingan

substansi (interests of substance)

23 Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, Cet. 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2012), him 41-43.
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Adapun menurut Sudikno Mertokusumo tidak hanya tentang tujuan
hukum akan tetapi tentang tentang fungsi hukum. Beliau berpendapat

bahwa:?*

“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum
mempunyai tujuan Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.
Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat
yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan
tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan
manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum
bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam
masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan
masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”

Jika dicermati dari pendapat kedua sarjana di atas, terdapat hubungan
antara tujuan hukum dengan perlindungan hukum. Dimana tujuan dari hukum
itu sendiri tidak lain demi tercapainya perlindungan hukum terhadap
kepentingan baik kepentingan umum, masyarakat dan pribadi. Jika tujuan
hukum tercapai dengan adanya ketertiban dan kesimbangan di masyarakat

maka kepentingan manusia itu sendiri akan terlindungi.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah
upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat
supaya tidak terjadi tabrakan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua
hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum dari Satjipto
Rahardjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

2% 1bid. HIm 45.
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masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap

berbagai kepentingan tersebut.?

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif
dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang
bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan
pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan
diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum
yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.?® Bentuk perlindungan hukum
preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah
terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam
melakukan kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang

telah dilakukan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum

apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya
2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

25 Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja
Indonesia (Tki),” Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No. 1, (Juli 2016), him 40.
26 |bid, him 40.
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Adapun yang menjadi subjek dari perlindungan hukum tidak hanya
terhadap saksi dan korban, namun pelaku tindak pidana juga dilindungi oleh

hukum

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses sistematisasi dan penataan
atau perumusan beberapa norma hukum beserta maknanya atau hukumnya
yang dikaji dalam Pendekatan Konsep Hukum (Legal Concept) dalam hukum
untuk memungkinkan atau mempermudah pengolahan bahan hukum. Dalam
mencapai tujuan metode penelitian maka digunakannya metode penelitian

sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang
diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk
melihat hukum yang sebenarnya dan bagaimana hukum bekerja dalam
masyarakat. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada pemahaman
akan kondisi dan situasi sosial dimana hukum itu diterapkan, termasuk
bagaimana penerapan atau penegakan hukum itu dalam masyarakat untuk
mengetahui serta menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data-
data yang diperlukan dikumpulkan, kemudian dilakukan identifikasi

masalah, yang berujung pada pemecahan masalah.?’

16.

27 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him
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2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai

berikut:
1. Pendekatan Penelitian Lapangan (Field Research).

Pendekatan ini bertitik tolak pada data primer yang didapat
langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui
penelitian lapangan yang dapat melalui pengamatan (observasi),

wawancara maupun kuesioner.?
2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan
norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus
sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap

perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.?®
3. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) juga
diterapkan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan meninjau

keseluruhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

28 Maiyestasi, Metode Penelitian Hukum, (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022),
him 23
29 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Unram Press, 2020), him 58.
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masalah hukum yang akan diselesaikan.*

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data Data Primer. Data ini
didapatkan langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara
langsung dengan pihak yang berwenang. Wawancara ditujukan kepada
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Penukal Abab
Lematang Ilir dan Jaksa P-16 Perkara Tindak Pidana Sediaan Farmasi di
Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang llir.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan atau field research merupakan
penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, disebut juga
dengan studi kasus. Penelitian lapangan adalah upaya untuk
memperoleh informasi tentang pernyataan dari narasumber. Dalam
studi lapangan ini, wawancara digunakan sebagai alat
pengumpulan data .

Wawancara ini ditunjukan pada Kepala Seksi Tindak
Pidana Umum Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan
Jaksa P-16 Perkara Tindak Pidana Sediaan Farmasi di Kejaksaan

Negeri Penukal Abab Lematang Ilir. Wawancara ini dilakukan

30 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,

2008), him 92.

him 4.

31 Lexy J. Moeloeg, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),
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untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang ada dengan

jawaban-jawaban yang sejujurnya dari lapangan secara langsung.

b) Penelitian Kepustakaan
Sedangkan teknik untuk pengumpulan data sekunder yaitu
dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan literatur, buku,
jurnal, publikasi ilmiah, ensiklopedia dan dokumen yang terkait
dengan masalah penelitian, yang berasal dari bahan pustaka
hukum, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
tersier.%?
5. Lokasi dan Populasi Data
Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yakni di
Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir. Beralamat di Jalan Merdeka
Nomor 056, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi,
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif terjadi upaya untuk memahami fakta
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan,
dan motivasi, dengan cara membentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dengan menggunakan metode ilmiah. Oleh
karena itu, dalam analisis data ini menggunakan penelitian deskriptif-

kualitatif, yaitu mendeskripsikan, mengkualifikasikan dan menghubungkan

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, him 101.
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secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan menghasilkan kata-kata
yang menjadi kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut.
7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini melakukan penarikan kesimpulan secara induktif.
Penelitian induktif yaitu mulai dari laporan atau fakta empiris secara langsung
untuk dipelajarinya dan dianalisisnya serta ditafsirkannya kemudian
dilakukannya penarikan kesimpulan tentang fenomena subjek di lapangan.
Analisis data dalam penelitian induktif yakni penarikan kesimpulan dari
permasalahan yang khusus hingga menarik kesimpulan secara umum dalam
persoalan Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi tanpa

Izin di wilayah Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang llir.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini meliputi:
BAB I PENDAHULUAN
Bab yang memuat latar belakang penelitian, rumusan

permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB Il  TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang membahas mengenai

tinjauan umum Tindak Pidana, tinjauan umum Tindak Pidana



BAB Il1

BAB IV
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Administrasi dan tinjauan umum Tindak Pidana Sediaan
Farmasi.

PEMBAHASAN

Bab yang memuat pembahasan dari rumusan permasalahan
dalam penelitian ini, yaitu penegakan hukum pidana pelaku
pengedar sediaan farmasi tanpa izin di wilayah Kejaksaan
Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan mekanisme
keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
dalam upaya penindakan persebaran sediaan farmasi tanpa izin
di Kabupaten Penukal Abab Lematang llir.

PENUTUP

Bab penutup yang memuat simpulan dari permasalahan-
permasalahan yang dibahas dan saran/rekomendasi untuk diri
sendiri, instansi terkait, dan bagi kemajuan ilmu hukum di

Indonesia.
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